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Pelaksana Akreditasi menurut UU No 12 Tahun 2012

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,  
yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan 
mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya  
disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi 
secara mandiri.



Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

▪ IAPS (tahun 2010)

→ berlaku sd 31 Maret 2019

▪ IAPT (tahun 2011)

→ berlaku sd 30 September 2018

Instrumen 9 Kriteria

▪ IAPT 3.0  

→ berlaku per 1 Oktober 2018

▪ IAPS 4.0

→ berlaku per 1 April 2019

1. UU No 12 Th 2012

2. PP No 4 Th 2014

3. SN Dikti (PM 49/’14, 44/’15)

4. SPM Dikti (PM 50/’14, 62/’16)

5. Akreditasi (PM 87/’14, 32/’16)

6. (PM 100/2014, PM 51/2018) 



Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT

Instrumen 7 Standar

▪ Peringkat C

▪ Peringkat B

▪ Peringkat A

Instrumen 9 Kriteria

▪ Peringkat Baik
→ Memenuhi SN Dikti

▪ Peringkat Baik Sekali
→ Melampaui SN Dikti

▪ Peringkat Unggul
→ Melampaui SN Dikti

1. UU No 12 Th 2012

2. PP No 4 Th 2014

3. SN Dikti (PM 49/’14, 44/’15)

4. SPM Dikti (PM 50/’14, 62/’16)

5. Akreditasi (PM 87/’14, 32/’16)

6. (PM 100/2014, PM 51/2018) 



Kebijakan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM)



Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 6:

(1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang 
dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka 
BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun 
tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.

(3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi 
oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:

a. Kementerian; dan/atau

b. laporan Masyarakat,

tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan 
tinggi.

(4) Penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menurunnya jumlah 
peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima)
tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.

(5) Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum
jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).



Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 7:

(1) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat 
Baik dan akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Baik Sekali atau peringkat 
Unggul dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu 5 
(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.

(2) Dalam hal peringkat Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tetap mendapatkan Akreditasi dengan peringkat yang sama maka Program Studi dan 
Perguruan Tinggi baru dapat mengusulkan Akreditasi ulang kembali ke BAN-PT dalam 
waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi ulang.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk 
Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat
Baik Sekali yang akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Unggul.

• Pasal 7 hanya mengatur pengusulan reakreditasi bagi PS dan PT yang 
memiliki peringkat akreditasi Baik dan Baik sekali.

• Pengusulan reakreditasi bagi PS/PT yang masa berlaku akreditasinya
telah berakhir???  → tidak disebut!



Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 9:

(1) Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat 
mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.

(2) Pengakuan atas lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.

(4) Pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah Terbit Keputusan Menteri No 83/P/2020
Tentang LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL



Yang “Baru” dari Permendikbud No 5 Tahun 2020

Pasal 54

(1) Program Studi yang sudah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan 
sedang menunggu proses Akreditasi sebelum berlakunya Peraturan 
Menteri ini maka Program Studi yang bersangkutan mendapatkan 
Akreditasi dengan peringkat Baik.

(2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang saat ini sudah 
memasukkan berkas perpanjangan dan masih menunggu proses 
Akreditasi ulang maka dengan berlakunya Peraturan Menteri ini peringkat 
Akreditasi yang terakhir dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sampai 
dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu peringkat 
Akreditasi terakhir ditetapkan.

(3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang peringkat Akreditasinya 
dinyatakan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat 
mengajukan Akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat Akreditasi.



Yang “Hilang” dalam Permendikbud No 5 Tahun 2020

▪ Ketentuan untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang

paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi

dan peringkat terakreditasi yang dimiliki berakhir



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
(LAM)

LAM Masyarakat dan LAM Pemerintah



Tersedia di laman BAN-PT
https://www.banpt.or.id/?page_id=82

Peraturan BAN-
PT

terkait LAM

https://www.banpt.or.id/?page_id=82


Pelaksana 
Akreditasi 

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan 
oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi. 

Akreditasi Program Studi sebagai 
bentuk akuntabilitas publik dilakukan 
oleh lembaga akreditasi mandiri. 

Sebelum LAM terbentuk, akreditasi 
Program Studi dilakukan oleh BAN-
PT.



Tugas dan 
Wewenang
LAM

▪ menyusun instrumen akreditasi Program 
Studi berdasarkan interaksi antarstandar di 
dalam Standar Pendidikan Tinggi;

▪ melakukan akreditasi Program Studi;

▪ menerbitkan, mengubah, atau mencabut 
keputusan tentang status akreditasi dan 
peringkat terakreditasi Program Studi;

▪ memeriksa, melakukan uji kebenaran dan 
memutuskan keberatan yang diajukan atas 
status akreditasi dan/atau peringkat 
terakreditasi Program Studi;

▪ membangun dan mengembangkan jejaring 
dengan pemangku kepentingan, baik tingkat 
nasional maupun internasional;



Tugas dan 
Wewenang 
LAM

▪ menyusun instrumen evaluasi pembukaan 
Program Studi berdasarkan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

▪ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat 
terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;

▪ memberikan rekomendasi pemenuhan 
persyaratan minimum akreditasi untuk 
pembukaan Program Studi kepada Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan 
hukum; dan

▪ menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi 
dengan rekomendasi secara berkala kepada 
Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.



Ragam LAM

▪ LAM Masyarakat

▪ LAM Pemerintah

▪ LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan 
minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan 
hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.

▪ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LAM dapat mengangkat tim 
asesor, tim ahli dan panitia ad hoc.



LAM Masyarakat

▪ LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba 
yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas 
organisasi profesi (OP) dan/atau asosiasi unit 
pengelola program studi (AUPPS) berbadan hukum 
dari suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu 
pengetahuan.



Persyaratan pendirian LAM Masyarakat

wajib memiliki
▪ rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program 
Studi;

▪ rancangan prosedur operasi standar akreditasi Program Studi;

▪ sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;

▪ rancangan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;

▪ sarana dan prasarana LAM Masyarakat;

▪ rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan

▪ rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi 
dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi 
maupun dari masyarakat.



Rancangan tata 
kelola LAM 

mencakup

▪ susunan organisasi;

▪ sumber daya manusia serta 
pengembangannya;

▪ sistem pengelolaan keuangan; dan

▪ sarana dan prasarana.



Prosedur pendirian LAM Masyarakat

1

pemrakarsa 
mengusulkan 
pendirian LAM 
Masyarakat kepada 
Menteri dilengkapi 
dengan studi 
kelayakan untuk 
memperoleh 
pengakuan;

2

Menteri 
menugaskan BAN-
PT untuk 
melakukan 
penilaian terhadap 
studi kelayakan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
huruf a di atas;

3

BAN-PT 
memberikan 
rekomendasi 
kepada Menteri 
tentang persetujuan 
pengakuan LAM 
Masyarakat;

4

dalam hal Menteri 
memberikan 
persetujuan 
pengakuan LAM 
Masyarakat 
berdasarkan 
rekomendasi BAN-
PT, pemrakarsa 
mengajukan 
pembentukan 
badan hukum 
nirlaba sesuai 
dengan ketentuan 
perundang-
undangan;

5

dalam hal Menteri 
tidak memberikan 
persetujuan 
pengakuan LAM 
Masyarakat 
berdasarkan 
rekomendasi BAN-
PT, pemrakarsa 
dapat mengajukan 
kembali usulan 
pendirian LAM 
Masyarakat; dan

6

LAM Masyarakat 
dapat menjalankan 
fungsinya setelah 
mendapat status 
sebagai badan 
hukum nirlaba.



Sistem Pelaporan dan Koordinasi LAM Masyarakat

▪ LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri 
melalui BAN-PT.

▪ LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada 
masyarakat.

▪ Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila 
terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM Masyarakat berkoordinasi dengan 
unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.

▪ Koordinasi bertujuan agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu 
berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 
membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.



LAM Pemerintah

▪ LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT, merupakan 
badan non struktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada 
Menteri. 

▪ Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.

▪ LAM Pemerintah terdiri atas:
▪ 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 

▪ 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan anggota.

▪ Keanggotaan LAM Pemerintah berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 
(tujuh) orang.

▪ Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

▪ Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk 
ditetapkan oleh Menteri.

▪ Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



Fungsi Pemantauan 
dan Evaluasi oleh 
Majelis Akreditasi 
BAN-PT

Salah satu tugas dan wewenang MA adalah 
memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja

• Dewan Eksekutif BAN-PT

• LAM

Tugas Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 
kinerja dilaksanakan melalui:

• Laporan DE BAN-PT dan LAM

• Pengumpulan informasi proses akreditasi secara uji petik:

• Pada saat asesmen lapangan sedang berlangsung (immersion)

• Setelah proses akreditasi selesai

Pelaksanaan pengumpulan informasi proses 
akreditasi dilaksanakan bersamaan dengan
diseminasi kebijakan akreditasi



Mekanisme Perpanjangan Akreditasi yang Berbeda
(Permendikbud 5 tahun 2020)

BAN-PT

▪ Jangka waktu berlakunya Akreditasi 
untuk Program Studi atau Perguruan 
Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT 
selama 5 (lima) tahun. 

▪ Dalam hal jangka waktu Akreditasi 
berakhir maka BAN-PT akan 
memperpanjang kembali jangka 
waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun 
tanpa melalui permohonan 
perpanjangan Akreditasi.

LAM

▪ Jangka waktu Akreditasi Program 
Studi yang dilakukan oleh LAM 
ditentukan oleh LAM. 

▪ Dalam hal jangka waktu
Akreditasi yang ditentukan oleh
LAM) berakhir maka Akreditasi
ulang wajib dilakukan oleh LAM.



Hubungan
BAN-PT 
dan LAM

Penetapan Instrumen Program studi 
(oleh MA BAN-PT)

Pendirian LAM (rekomendasi MA 
BAN-PT)

Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pengawasan LAM (oleh MA BAN-PT)

Pembinaan LAM (oleh MA BAN-PT)

Penutupan LAM (rekomendasi MA 
BAN-PT)



Pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM

33

LAM 
menyampaikan
dokumen yang 
menyatakan
kesiapan LAM 
melaksanakan

APS

LAM 
dinyatakan

siap
melaksana
kan APS?

Pemeriksaan oleh MA; 
bilamana perlu MA 
meninjau tempat
kedudukan LAM

LAM melengkapi hal-
hal yang masih 
kurang/belum

lengkap

Ya

Tidak 

BAN-PT dan LAM 
mengumumkan
bahwa APS oleh
LAM akan mulai
dilaksanakan 3 
bulan yang akan

datang

Usulan APS harus ke 
LAM

BAN-PT tidak lagi 
menerima usulan

APS

BAN-PT tidak lagi 
memperpanjang
peringkat APS

3 bulan

- Usulan APS masih ke BAN-PT
- Perpanjangan peringkat
akreditasi masih dilaksanakan

BAN-PT

Pengajuan
keberatan atas 
keputusan
akreditasi
BAN-PT masih 
dapat diajukan
ke BAN-PT 
(paling lambat
6 bulan
setelah
diputuskan)



Harapan BAN-PT 
pada 
Peran LAM-LAM

Menjalankan proses akreditasi sesuai amanat 
peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari 
Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP)

Saling berbagi pengalaman antar LAM, baik yang 
baru ataupun yang sudah beroperasi sebelumnya, 
berupa contoh-contoh terbaik (best practices) 
dalam penyelenggaraan LAM Masyarakat

Bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu
pendidikan tinggi di Indonesia menuju terwujudnya
budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola
perilaku sesuai Standar Pendidikan Tinggi



PENYETARAAN 
AKREDITASI INTERNASIONAL





Lembaga Akreditasi Internasional
Hasil Akreditasi yang dapat diakui adalah full accreditation, bukan provisional accreditation, dan 
bukan conditional accreditation







CAKUPAN PROGRAM STUDI YANG 
DIAKREDITASI OLEH 
LAM
Per BAN-PT no 19 tahun 2022



Menindaklanjuti
Kepmendikbudristek Nomor
128/P/2022



Mengatur
Cakupan
Secara
Umum



Mengatur “keberatan/
ketidaksesuaian/kesesuaian” 
yang bersifat “pencilan” 
suatu PS pada suatu PT

Diajukan oleh suatu PT ke
DE BAN-PT



Mengatur “keberatan/
ketidaksesuaian/
kesesuaian” suatu PS 
secara umum

Diajukan oleh, misalnya: 
kementerian, LAM, asosiasi
PS, organisasi profesi, dan 
pemangku kepentingan lain 
ke MA BAN-PT



INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI 
(ISK)

PerBAN-PT no 2 Tahun 2020 dan no 27 Tahun 2022















TERIMA KASIH

Thank You


